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DAFTAR KUESIONER

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA MAKASSAR

Daftar pertanyaan ini disusun untuk keperluan penelitian dalam rangka
penyusunan tesis S2 pada Program Pascasarjana. Untuk itu kami sangat
mengharapkan Bapak/lbu berkenan mengisinya dengan lengkap dan benar.

Atas pengertian saudara, kami ucapkan terima kasih.

Petunjuk Jawaban :

Isilah pertanyaan dengan cara menuliskan atau melingkari jawaban yang

terdiri dari beberapa pilihan sebagai berikut :

Identitas Responden :

1. Nomor e
2. Nama e e e e e
3. Umur TP
4. Jenis Kelamin . a) Laki-laki b) Perempuan
5. Tingkat Pendidikan a. SMP

b. SMA

c. Diploma (D3)

d. Sarjana (S1)

e. Magister (S2)

. PNS

6. Pekerjaan a
b. Pensiunan
c
d

. Wiraswasta

. Pekerjaan lain-lain



Pertanyaan :

7.

10.

11.

12.

13.

Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang fungsi dan peran anggota DPRD
Kota Makassar?

a. Sangat mengetahui b. Cukup mengetahui

c. Kurang mengetahui d. Tidak mengetahui

Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang perhatian anggota DPRD Kota
Makassar terhadap penyampaian aspirasi rakyat ?

a. Sangat memperhatikan b. Cukup memperhatikan

c. Kurang memperhatikan d. Tidak memperhatikan

Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kemampuan anggota DPRD Kota
Makassar dalam menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat?

a. Sangat mampu b. Cukup mampu
c. Kurang mampu d. Tidak mampu

Bagaimana menurut Bapak/lbu tentang peranan anggota DPRD Kota
Makassar dalam mengkomunikasikan dan memperjuangkan aspirasi
rakyat?

a. Sangat berperan b. Cukup berperan
c. Kurang berperan d. Tidak berperan

Bagaimana menurut Bapak/lbu tentang kinerja anggota DPRD Kota
Makassar dalam membuat peraturan daerah?

a. Sangat sesuai aspirasi rakyat b. Cukup sesuai aspirasi rakyat
c. Kurang sesuai aspirasi rakyat d. Tidak sesuai aspirasi rakyat

Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kinerja anggota DPRD Kota
Makassar dalam perubahan Perda?

a. Sangat sesuai aspirasi rakyat b. Cukup sesuai aspirasi rakyat
c. Kurang sesuai aspirasi rakyat d. Tidak sesuai aspirasi rakyat

Bagaimana menurut Bapak/lIbu tentang keberpihakan anggota DPRD Kota
Makassar dalam pembuatan Perda?

a. Sangat berpihak pada rakyat b. Cukup berpihak pada rakyat
c. Kurang berpihak pada rakyat d. Tidak berpihak pada rakyat



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang pelaksanaan fungsi pengawasan
anggota DPRD Kota Makassar terhadap kebijakan pemerintah Kota
Makassar?

a. Sangat aktif b. Cukup aktif

c. Kurang aktif d. Tidak aktif

Bagaimana menurut Bapak/lbu tentang pelaksanaan fungsi pengawasan
anggota DPRD Kota Makassar terhadap terhadap pertanggung jawaban?
a. Sangat objektif b. Cukup objektif

c. Kurang objektif d. Tidak objektif

Bagaimana menurut Bapak/lbu tentang pelaksanaan fungsi pengawasan
anggota DPRD Kota Makassar terhadap penyelenggaraan pemerintahan?
a. Sangat aktif b. Cukup aktif

c. Kurang aktif d. Tidak aktif

Bagaimana menurut Bapak/lbu tentang pelaksanaan fungsi penganggaran
anggota DPRD Kota Makassar terhadap penetapan peraturan pada usaha-
usaha sumber pendapatan daerah?

a. Sangat aktif b. Cukup aktif

c. Kurang aktif d. Tidak aktif

Bagaimana menurut Bapak/lbu tentang kepekaan anggota DPRD Kota
Makassar terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat?

a. Sangat peka b. Cukup peka

c. Kurang peka d. Tidak peka

Bagaimana menurut Bapak/lbu tentang pengaruh tingkat pendidikan

anggota Dewan terhadap kinerja DPRD Kota Makassar?

a. Sangat berpengaruh b. Cukup berpengaruh
c. Kurang berpengaruh d. Tidak berpengaruh
Bagaimana menurut Bapak/lbu tentang pengaruh  kemampuan

pengalaman Terhadap pelaksanaan tugas-tugas anggota DPRD Kota
Makassar ?

a. Sangat berpengaruh b. Cukup berpengaruh
c. Kurang berpengaruh d. Tidak berpengaruh



21. Bagaimana menurut Bapak/lbu tentang tingkat pengetahuan Anggota

22.

DPRD dalam pelaksanan tugas-tugasnya?
a. Sangat memadai b. Cukup memadai
c. Kurang memadai d. Tidak memadai

Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kemampuan anggota DPRD Kota
Makassar dalam menetapkan anggaran pembangunan daerah sesuai
dengan potensi daerah?

a. Sangat mampu b. Cukup mampu

c. Kurang mampu d. Tidak mampu



PEDOMAN WAWANCARA

Untuk melengkapi data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil

kuesioner, maka dilakukan wawancara langsung pada sejumlah informan

berdasarkan pedoman wawancara yang telah disediakan, sebagai berikut :

1.

10.

11.

12.

Bagaimana tentang proses pembuatan Perda DPRD Kota Makassar jika
ada usulan Perda yang diajukan oleh Eksekutif ?

Bagaimana tentang respon anggota DPRD Kota Makassar terhadap
aspirasi rakyat ?

Bagaimana tentang langkah-langkah yang dilakukan DPRD Kota Makassar
sebelum penetapan Perda ?

Bagaimana tentang upaya anggota DPRD Kota Makassar mengakomodir
kepentingan masyarakat ?

Bagaimana tentang mekanisme penetapan anggaran daerah DPRD Kota
Makassar ?

Bagaimana tentang dasar pertimbangan dan prioritas DPRD Kota Makassar
dalam penetapan anggaran daerah?

Bagaimana tentang pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Makassar

terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh Eksekutif
?

Bagaimana tentang pengawasan DPRD Kota Makassar terhadap Perda
yang telah ditetapkan

Bagimana penetapan sanksi terhadap eksekutif dalam penyimpangan
terhadap pelaksannaan Perda yang telah ditetapkan DPRD Kota Makassar?

Bagaimana tentang upaya DPRD Kota Makassar mamahami aspirasi
masyarakat?

Bagaimana tentang tingkat pemahaman tugas dan wewenang serta hak dan
kewajiban anggota DPRD Kota Makassar dalam melakukan  fungsi
pengawasan ?

Bagaimana tentang tingkat kedisiplinan anggota DPRD Kota Makassar ?



